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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selayaknya hukum sendiri, pengertian hukum internasional belumlah seragam, 

dikarenakan para sarjana mendefinisikan hukum internasional secara berbeda-beda. 

Hukum internasional bisa dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang untuk 

sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana 

negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya 

memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan ada 

juga yang meliputi:1 

1. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga 

dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau 

organisasi yang satu dengan lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau 

organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan 

2. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan 

satuan-satuan bukan-negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban para 

individu dan satuan-satuan bukan-negara itu merupakan kepentingan hukum 

masyarakat internasional. 

                                                           
 1 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesembilan, Alih Bahasa Sumitro L.S. 

Danuredjo, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 3.  
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 Salah satu aspek penting dalam hukum internasional adalah subjek hukum 

internasional, yang terdiri dari negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, 

organisasi internasional, orang-perorangan (individu), dan pemberontak dan pihak 

dalam sengketa (belligerent).2 Orang-perorangan (individu) merupakan salah satu 

subjek dalam hukum internasional. Dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) dijelaskan bahwa, “semua manusia (individu) lahir ke dunia dalam 

keadaan bebas dan setara dengan martabat dan hak-hak”.3 Dan dalam Pasal 26 ayat (1) 

dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights juga dijelaskan bahwa, (1) Setiap 

orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-

tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah 

harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi 

semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh 

semua orang, berdasarkan kepantasan, (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah 

perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan 

terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus 

menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, 

kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dalam memelihara perdamaian.4 Dari ketentuan pasal tersebut dapat 

                                                           
 2 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1990, 

hlm. 68. 

 3 Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights 1948: “All human beings are born free and 

equal in dignity and rights.” 

 4 Pasal 26 ayat (1) dan (2) Universal Declaration of Human Rights 1948: “(1) Everyone has the 

right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. 

Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made 
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disimpulkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan untuk 

mengembangkan dirinya dan pendidikan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat 

memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan-

kebebasan yang bersifat fundamental. Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia 

(individu) dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) untuk kemajuan hidup manusia sendiri, atau bahkan untuk makhluk hidup 

lain dan lingkungan. Pendidikan yang mutakhir dapat mempengaruhi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai sektor, baik di bidang politik, 

sosial, ekonomi, kebudayaan, dll. Namun dewasa ini, pendidikan yang ditujukan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut disalahgunakan 

untuk kejahatan. Kejahatan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan 

terdapat kejahatan yang tergolong sebagai musuh umat manusia (hostis humani 

generis).5 

Secara teminologis, istilah hostis humani generis sering dikaitkan dengan karya 

seorang cendekiawan bernama Marcus Tullius Cicero. Dalam karyanya yang berjudul 

De Officiis (The Duties), Cicero menjelaskan perihal tindakan yang dilakukan oleh 

Kekaisaran Romawi dalam memberantas pembajakan kapal laut (piracy) yang 

mengganggu jalannya perdagangan di wilayah Laut Mediterania, yang pada saat itu 

                                                           
generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit; (2) 

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of 

respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and 

friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United 

Nations for the maintenance of peace.” 

 5 Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 71.  
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telah dianggap sebagai ruang bersama (res extra commercium) yang memberikan 

kebebasan berlayar dan berdagang pada semua komunitas.6 Dalam karyanya tersebut, 

bajak laut yang mengganggu jalannya perdagangan di Laut Mediterania adalah 

kelompok Cilician yang dianggap telah mengakibatkan kekacauan bagi komunitas 

masyarakat dan melanggar kesepakatan bersama semua manusia.7 Kekaisaran Romawi 

yang menangkap para pembajak kapal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi 

seluruh komunitas, tidak hanya terbatas pada dominasinya saja. Menurut Cicero, 

penangkapan yang dilakukan tersebut sebagai akibat adanya foeder generis humani 

(the common pact of mankind), sehingga sesungguhnya, Kekaisaran Romawi bertindak 

bukan hanya untuk kepentingannya saja, tapi hal ini berkaitan dengan menjaga 

kepentingan seluruh umat manusia.8 Hugo Grotius, sosok yang dijuluki sebagai “the 

father of international law” pun berpendapat serupa, di mana Grotius menyatakan 

bahwa:9 

Those who say that a certain sea belonged to the Roman people explain 

their statement to mean that the right of the Romans did not extend 

beyond protection and jurisdiction; this right they distinguish from 

ownership [dominium]. Perchance we do not pay sufficient attention to 

the fact that although the Roman people were able to maintain fleets for 

the protection of navigation and to punish pirates captured at sea, this 

was not done for Roman own right, but for the common right by which 

all free people enjoy the sea. 

 

                                                           
 6 Judhariksawan, Hostis Humani Generis: Musuh Bersama Umat Manusia, Rikwins 

Publishing, Banten, 2017, hlm. 1. 

 7 Ibid, hlm. 1. 

 8 Ibid, hlm. 1, 

 9 Amedeo Policante, Disertasi Doktor: “Hostis Humani Generis: Pirates and Empires from 

Antiquity until Today”, Department of Politics, University of London, London, 2012, hlm. 31.   
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Dari pendapat Grotius tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun orang-

orang Roma dapat melakukan perlindungan atas navigasi dan dapat menghukum 

kelompok bajak laut yang tertangkap di laut, hal tersebut dilakukan bukan 

berlandaskan hak yang dimiliki oleh orang Roma, melainkan berlandaskan hak 

bersama yang dimiliki oleh semua orang untuk menikmati kebebasan berlayar di 

laut lepas. 

Berdasarkan hukum Romawi, terdapat pemberian batasan bahwa pembajakan 

yang terjadi di luar yurisdiksi hukum nasional (outside municipal jurisdictional) adalah 

kompetensi seluruh bangsa karena bajak laut merupakan musuh umat manusia, 

sehingga seluruh bangsa berhak untuk menerapkan hukuman.10 

Konsep hukum Romawi ini dikenal sebagai ius gentium yang menjadi cikal 

bakal hukum internasional modern. Dengan adanya ius gentium tersebut, Cicero 

berpendapat bahwa Kekaisaran Romawi memberantas kelompok bajak laut tersebut 

guna mematuhi ius gentium yang telah ada, di mana menurut Cicero kelompok bajak 

laut tersebut telah melanggar ius gentium sehingga menjadi musuh seluruh komunitas 

(hostes communis omnium).11 Dengan diakuinya pembajakan kapal laut merupakan 

musuh seluruh komunitas (hostes communis omnium), akan tetapi istilah yang 

digunakan Cicero bukanlah hostis humani generis, meskipun keduanya memiliki 

kesamaan maksud. Namun pada kesehariannya, istilah hostis humani generis tersebut 

                                                           
 10 Harry D. Gould, Rethinking the Social Construction of Piracy, diakses dari 

https://www.academia.edu/1790410/Ciceros_Ghost, pada tanggal 17 Agustus 2018, pukul 10.06 WIB.   

 11 Judhariksawan, Op. Cit, hlm. 3.  
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tidak ada dalam karya Cicero yang berjudul De Officiis (The Duties). Dan ironisnya, 

karya Cicero ini seringkali dirujuk jika membahas tentang bajak laut (piracy). 

Penggunaan istilah hostis humani generis ini dapat ditelusuri dengan merujuk 

pada kumpulan pidato Sir Edward Coke yang berjudul Institute (1628-1644), di mana 

pada Institute Volume III, Sir Edward Coke pertama kalinya menyebutkan “pirate est 

hostis humani generis” (a pirate is the enemy of all mankind), di mana Sir Edward 

Coke juga menyatakan bahwa piracy melawan hukum masyarakat secara universal.12 

Sejak saat itulah hostis humani generis digunakan dalam khazanah hukum 

internasional. 

Jenis kejahatan yang tergolong sebagai hostis humani generis semakin 

berkembang. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain privateers, terorisme, 

perdagangan orang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan 

penyiksaan. 

Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan 

contoh kejahatan yang tergolong sebagai hostis humani generis. Genosida, kejahatan 

terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan kejahatan yang mengguncang 

nurani kemanusiaan dan mengancam kemanusiaan.13 Jika kejahatan-kejahatan bersifat 

mengancam kemanusiaan, maka kejahatan itu dilakukan tidak hanya mengancam 

                                                           
 12 Michael Kempe, ‘Even In the Remotest Corners of The World”: Globalized Piracy and 

International Law, 1500-1900”, Journal of Global History, Vol. 5, No. 3, 2010, hlm.  356.  

 13 Widiada Gunakaya, “Peranan Dan Prospek ‘International Criminal Court’ Sebagai 

International Criminal Policy Dalam Menanggulangi Internasional Crimes”, Jurnal Wawasan Hukum, 

Vol. 29 No. 02, 2013, hlm. 789. 
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korban atau negara tempat kejahatan tersebut dilakukan, namun juga mengancam 

seluruh umat manusia.14   

Salah satu peristiwa yang merupakan dugaan terjadinya genosida, kejahatan 

terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

pemerintah Myanmar pada etnis Rohingya di Myanmar. Kekerasan yang terjadi pada 

etnis Rohingya bukanlah pertama kalinya terjadi. Bahkan Menteri Luar Negeri 

Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi 

pada etnis Rohingya ini merupakan merupakan cycle of violence.15 

Guna menyelidiki kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar ini, 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

mengeluarkan Resolusi 34/22, yang merupakan dasar dari pembentukan tim pencari 

fakta yang sifatnya internasional dan independen (the independent international fact-

finding mission on Myanmar atau the Mission) atau Tim Pencari Fakta.16 

 Etnis Rohingya dideskripsikan oleh Medecins Sans Frontier (MSF) and The 

Office of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai “The 

                                                           
 14 Mada Apriandi Zuhir, “The International Criminal Court; Development of International Law 

Related to Sovereignty of State and the Concept of Universal Jurisdiction”, Simbur Cahaya, No. 36, 

2008, hlm. 770.    

 15 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar 

Negeri`Republik`Indonesia`Y.`M.`Retno`L.`P.`Marsudi`Tahun`2018, 

diakses`dari`https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM2018%20MENLU%20RI%20IN.p

df,’pada tanggal 18 Agustus 2018, pukul 09.12 WIB.  
16 Office High of Commissioner for Human Rights, Independent International Fact-Finding Mission on 

Myanmar, diakses dari https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx, 

pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 08.35 WIB. 
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most persecuted people in the world”.17 Etnis Rohingya bermukim di negara Myanmar. 

Etnis Rohingya merupakan imigran dari Bangladesh yang datang ke Burma (sekarang 

Myanmar) beberapa abad silam. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Rohingya 

berasal dari bahasa Arab, yakni “Rahama” yang berarti kasih sayang, yang berasal dari 

kesultanan di Bengal. Kebanyakan dari Etnis Rohingya bermukim di wilayah Arakan 

(sekarang negara bagian Rakhine).18 

 Kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya disebabkan atas diskriminasi 

terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh negara Myanmar. Berdasarkan Undang-

Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, Rohingya tidak termasuk dalam 

etnis yang diakui kewarganegaraannya.19 Sehingga orang-orang dari etnis Rohingya 

tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Laporan dari United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan 

salah satu “the world’s largest and most prominent groups of stateless people”.20  

Bahkan di Myanmar, kata “Rohingya” sendiri dianggap tabu. Pemimpin negara tidak 

menggunakan istilah Rohingya, dan tidak menyarankan masyarakat internasional 

untuk menggunakan istilah “Rohingya”. Pemuka agama Buddha di Myanmar 

                                                           
 17 Ian G. Robinson dan Iffat S. Rahman, “The Unknown Fate of Stateless Rohingya”, Oxford 

Monitor of Forced Migration, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 16. 

 18 Jawahir Thontowi, “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya 

Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, Pandecta, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 43. 

 19 Gulia Ichikaya Mitzy, “Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan 

Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar”, Indonesian Journal of International Studies (IJIS), Vol.1, 

No.2, 2014, hlm. 154. 

 20 Kimberly Ramos Gamez, Disertasi Master: “Examining the ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of The Rohingya Crisis 2017”, Tilburg 

University, Tilburg, 2017, hlm. 9. 
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cenderung merujuk pada “Bengali”, dengan maksud untuk melabeli orang-orang dari 

etnis Rohingya sebagai imigran dari Bangladesh. Pemberian label semacam itu 

dikarenakan fitur wajah orang-orang dari etnis Rohingya lebih mirip orang Bengali, 

serta orang-orang dari etnis Rohingya juga menggunakan bahasa yang berbeda dengan 

bahasa yang digunakan oleh masyarakat Myanmar pada umumnya.21 Pemimpin negara 

menganggap bahwa orang-orang dari etnis Rohingya hanyalah orang asing yang tidak 

memiliki ikatan dengan negara Myanmar.22 

 Salah satu kekerasan yang terjadi pada orang-orang dari etnis Rohingya dipicu 

oleh serangan yang dilakukan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 

pos polisi di Myanmar yang menewaskan 12 orang polisi.23 Otoritas Keamanan 

Myanmar pun melakukan serangan balasan. Namun serangan tersebut tidak hanya 

ditujukan pada militan ARSA saja, tetapi ditujukan pula pada warga sipil yang tidak 

terlibat dalam penyerangan. Banyak orang-orang dari etnis Rohingya yang dibunuh, 

disiksa, diperkosa, dan rumahnya dibumihanguskan dengan tanah. Hal ini 

menyebabkan orang-orang dari etnis Rohingya tersebut harus meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk mengungsi.24 

                                                           
 21 Thomas K. Ragland, “Burma's Rohingyas in Crisis: Protection of "Humanitarian" Refugees 

under International Law”, Boston College Third World Journal, Vol. 14, No. 301, 1994, hlm 305. 

 22 Sarah Wildman, The world’s fastest-growing refugee crisis is taking place in Myanmar. 

Here’s why., diakses dari https://www.vox.com/platform/amp/world/2017/9/18/16312054/rohingya-

muslims-myanmar-refugees-violence, pada tanggal 22 Juli 2018, pukul 21.08 WIB. 

 23 Kumari Anupama, “A Case Study of Rohingya Crisis in Myanmar and India’s Concern”, 

International Journal of Academic Research and Development, Vol. 2, Issue 5, 2017, hlm. 478. 

 24  Ye Htut, “A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine”, Perspective : 

Reseachers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, No. 79, Issue 2017, 2017, hlm. 1. 
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 Mengenai laporan yang disampaikan Tim Pencari Fakta terkait dugaan 

dilakukannya kekerasan oleh anggota militer Myanmar, pemerintah Myanmar menolak 

segala dugaan tersebut, di mana berdasarkan dugaan tersebut aparat pemerintah yang 

terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya harus diadili karena dugaan 

terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tersebut.25 

 Dari permasalahan yang telah diuraikan, Penulis tertarik untuk menjadikan 

masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul: “Kajian 

Hukum Internasional Terkait dengan Hostis Humani Generis pada Kasus Etnis 

Rohingya di Myanmar” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya? 

2. Apa upaya masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi di 

Myanmar? 

3. Apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai hostis 

humani generis? 

 

                                                           
 25``Myanmar`Rejects`UN`Findings`in`Rohingya`Genocide`Report, 

diakses`dari`https://www.aljazeera.com/amp/news/2018/08/myanmar-rejects-findings-rohingya-

genocide report180829070211806.html, pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 11.28 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui latar belakang terjadinya konflik di Myanmar terkait dengan etnis 

Rohingya; 

2. Mengetahui upaya dari masyarakat internasional dalam menyikapi konflik yang 

terjadi di Myanmar; 

3. Mengetahui apakah kasus etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan 

sebagai hostis humani generis. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di 

bidang ilmu hukum internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara 

umum maupun pihak – pihak yang berkepentingan berkaitan dengan kajian hukum 

internasional terkait hostis humani generis pada kasus etnis Rohingya di Myanmar. 



12 
 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan 

batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.26 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum 

internasional dengan fokus mengenai kajian hostis humani generis yakni kejahatan 

yang menjadi musuh umat manusia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya 

membatasi pada masalah tentang kajian hukum internasional terkait hostis humani 

generis pada kasus etnis Rohingya di Myanmar. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep – konsep khusus yang 

merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau 

diuraikan dalam karya ilmiah.27 

1. Hostis Humani Generis  

Hostis humani generis merupakan kejahatan yang tergolong sebagai musuh 

umat manusia. Yurisdiksi yang berlaku bagi kejahatan yang tergolong sebagai hostis 

humani generis ialah yurisdiksi universal.28  

  

                                                           
 26 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011, Hlm 111 

 27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 96 
28 Judhariksawan, Op. Cit, hlm. 6.  
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2. Yurisdiksi Universal (Universal Jurisdiction) 

Konsep yurisdiksi universal juga dapat ditemukan pada 4 (empat) Konvensi 

Geneva 1949 terkait hukum humaniter. Dalam 4 (empat) Konvensi tersebut terdapat 1 

(satu) pasal yang sama yang mengatur bahwa :29 

 Each High Contracting Party shall be under the obligation to 

 search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be 

 committed, such grave breaches, and shall bring such persons 

 regardless of their nationality, before its own courts. 

 

 Dari ketentuan pasal di atas dinyatakan bahwa masing-masing Pihak Peserta 

Agung berkewajiban untuk mencari orang yang telah melakukan, atau telah 

diperintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat, dan harus mengadili orang tersebut 

di pengadilan, terlepas dari kewarganegaraan orang yang bersangkutan. 

 Berdasarkan Princeton Principles on Universal Jurisdiction dijelaskan bahwa 

landasan dari kejahatan bukan berbasis teritorial maupun nasionalitas. Kejahatan itu 

tidak saja merupakan masalah bagi Negara-negara atau masyarakat yang secara 

langsung tersangkut, tetapi merupakan masalah umat manusia di dunia. Apapun alasan 

dari pelakunya, kejahatan tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Maka, pelaku dari 

suatu tindak pidana, di manapun ia berada harus dimintakan pertanggungjawaban atas 

perbuatannya tersebut, antara lain, dengan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku 

dan jika terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Orang-orang 

                                                           
 29 Pasal 49 Konvensi I, Pasal 50 Konvensi II, Pasal 129 Konvensi III, dan Pasal 146 Konvensi 

IV dalam Kovensi Jenewa 1949. 
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semacam ini tidak boleh dibiarkan menikmati kekebalan hukum atau impunitas 

(impunity).30 

 Dalam Princeton Principles of Universal Jurisdiction dijelaskan pula bahwa 

konsep yuridiksi universal tidak memandang di mana kejahatan itu dilakukan, tidak 

mempertimbangkan kebangsaan dari pelaku dan korban, ataupun tidak memiliki 

hubungan sama sekali dengan negara yang akan menerapkan yurisdiksi tersebut.31 

Negara dapat menjalankan yurisdiksi universal atas seseorang yang tertuduh 

atau dinyatakan bersalah karena melakukan “a serious crime under international law”. 

Yang dimaksud dengan “serious crimes under international law” berdasarkan 

Princeton Principles adalah :32  (1) piracy; (2) slavery; (3) war crimes; (4) crimes 

against peace; (5) crimes against humanity; (6) genocide; and (7) torture. 

 

 

 

 

                                                           
 30 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, CV Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 

108.  

 31 Princeton Principles of Universal Jurisdiction 

Principle 1 (1) — Fundamentals of Universal Jurisdiction : For purposes of these Principles, universal 

jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the 

crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the 

victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction. 

 32 Princeton University, Princeton Principles of Universal Jurisdiction, Program in Law and 

Public Affairs Princeton University, New Jersey, 2001, hlm. 29. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu 

tidak langsung turun ke lapangan akan tetapi melalui library research atau studi 

kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang terkait.33 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.34  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan 

hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil 

penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, yang terdiri dari:35 

                                                           
33  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2014, hlm. 118. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 

133. 
35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 

113. 
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1) Charter of United Nations tahun 1945; 

2) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights tahun 

1966; 

3) Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998; 

4) Myanmar’s Citizenship Law tahun 1982; 

5) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

tahun 1948; 

6) Convention on the Rights of the Child tahun 1989; 

7) Geneva Convention tahun 1949 dan Protokol Tambahannya; 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.36 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik 

mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,37 seperti 

berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang 

relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini. 

 

                                                           
 36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12. 

 37`Aminudin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode penelitian 

kepustakaan, dimana penulis akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.38  

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta 

yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.39 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu 

proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.40 

 

 

                                                           
 38 Zainuddin Ali, Op.Cit., 2013, Hlm. 106. 

 39 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm.68.  
40  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.11. 
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